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Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik yang dilakukan dalam
penelitian ini menyatakan bahwa Ha diterima, artinya terdapat perbedaan yang
signifikan antara PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh
Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. Hal ini
dikarenakan, sebelum adanya perubahan kebijakan dalam menghitung PPh
Terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan tarif final, Wajib
Pajak yang memiliki penghasilan neto dibawah PTKP tidak dikenakan pajak.
Akan tetapi, setelah kebijakan PP 46 Tahun 2013 ditetapkan, maka seluruh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto

tertentu wajib membayar pajak penghasilannya dengan tarif final yaitu 1%.

Perubahan kebijakan penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu menyebabkan penurunan
penerimaan pajak penghasilan sebesar 56,57% atau sebesar Rp 1.140.421.203
pada KPP Pratama Indramayu. Selain itu, terdapat kelompok wajib pajak yang
diuntungkan maupun yang dirugikan. Dalam hal ini, kelompok wajib pajak
tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan penghasilan bruto Wajib Pajak Orang

Pribadi, yaitu:

48



49

1. Kelompok wajib pajak yang diuntungkan dengan ditetapkannya PP 46

Tahun 2013 adalah pelaku usaha dengan penghasilan bruto
Rp 1.250.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000 dan Rp 2.500.000.000 s.d.
Rp 4.800.000.000. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tersebut akan
membayar pajak penghasilannya jauh lebih rendah jika dibandingkan
dengan kebijakan Norma Penghitungan.

Kelompok wajib pajak yang merasa dirugikan dalam perubahan
kebijakan tersebut yaitu pelaku usaha dengan penghasilan bruto
s.d. Rp 250.000.000 dan Rp 250.000.000 s.d. Rp 1.250.000.000,
karena PPh Final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak
memiliki batasan minimal omzet, sehingga berapapun penghasilan

bruto yang diperoleh maka Wajib Pajak wajib membayar pajak.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus memberikan penyuluhan yang lebih intensif dan

2.

melakukan ekstensifikasi sehingga jumlah Wajib Pajak akan semakin
bertambah. Selain itu, pemerintah juga harus lebih tegas dan
menekankan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun perdata,
sehingga Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya.

Seiring dengan berjalannya waktu, data yang dibutuhkan dalam
melakukan analisis dalam penelitian ini akan lebih banyak. Jadi
dimungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan jumlah

datanya, seperti tahun pajak.
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Lampiran I: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

FPh Tetutang

Berdasatkan | PPh Tetutandg
Harma Berdasarkan

Penghitungan FPh Final
¥ 00 00
Marmal Parameters® hfean A251948.110 2971109.70
Std. Deviation 2483ET | 4835954510
iost Extreme Differences  Ahsolute 440 364
Pasitive 450 343
Megative - 416 - 365
Kolmogorow-Smimay £ 10.070 8142
Asvrp. Sig. (2-tailed) nn nn

a. Test distribution is Marmal.




Lampiran Il Hasil Uji Beda PPh Terutang

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
PPh Terutang Berdasarkan PPh  Negative Ranks 39° 454.33 17719.00
Final - PPh Teruta .
n erutang Positive Ranks 461° 233.26 107531.00
Berdasarkan Norma
. C
Penghitungan Ties 0
Total 500

a. PPh Terutang Berdasarkan PPh Final < PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

b. PPh Terutang Berdasarkan PPh Final > PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

c. PPh Terutang Berdasarkan PPh Final = PPh Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

Test Statistics”

PPh Terutang Berdasarkan PPh Final - PPh

Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan

V4

Asymp. Sig. (2-tailed)

-13.916%
.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test




Lampiran 3 Norma Penghitungan

Norma Penghitungan diatur dalam Kep. DJP Nomor KEP. 536/PJ/2000

No. . Wajib Pajak Perseorangan
Urut Kode Jenis Usaha (%)

10 Ibu Kota
Kota Prop.
Prop.* Lainnya

Daerah
lainnya

62000 | Perdagangan Eceran

1 62200 | Perdagangan eceran
barang-barang  kelontong,
supermarket dan warung
langsam.

-Yaitu perdagangan eceran
macam-macam hasil 30 25 20
industri  untuk keperluan
rumah  tangga, kantor,
sekolah, maupun keperluan
perorangan seperti  toko
kelontong, toko serba ada,
supermarket dan warung
langsam.

2 62310 | Perdagangan eceran hasil-
hasil pertanian, peternakan,
perikanan, kehutanan dan
perburuan.

-Meliputi usaha dagang,
eceran  hasil  pertanian,
peternakan, perikanan,
kehutanan dan perburuan.

20 15 15




62320

Perdagangan eceran hasil
industri (bahan) makanan,
minuman dan hasil
pengolahan tembakau.

- Seperti daging segar
ataupun yang diawetkan,
susu, buah-buahan, sayur-
sayuran dan hasil perikanan
yang diawetkan, macam-
macam minyak makan hasil
penggilingan biji-bjian
keras (beras, kopi, jagung
dan sejenisnya), macam-
macam tepung gula, dan
hasil pengolahan gula, teh,
es batu, makanan dari
kedelai, kerupuk, bumbu
masak, macam-macam
minuman (keras  dan
ringan) dan hasil
pengolahan tembakau
(rokok, tembakau shag dan
bumbu rokok).

25

20

20

62410

Perdagangan eceran tekstil,
pakaian jadi hasil
pemintalan, pertenunan,
perajutan, hasil pengolahan
kulit, termasuk barang
keperluan kaki.

- Seperti tekstil, pakain
jadi, kain batik, macam-
macam benang, tali-temali,
karpet/ permadani  dari
bahan  tekstil  macam-
macam hasil  perajutan,
kulit/ kulit imitasi, barang-
barang dari kulit dan
barang-barang  keperluan
kaki.

30

25

20

62420

Perdagangan eceran
perabotan rumah tangga
dan dapur.

- Seperti furniture (baik
dari kayu, rotan, plastik dan
logam), alat-alat
perlengkapan dapur,
barang-barang pecah belah
dan lain sejenisnya.

30

25

20




62422

Perdagangan eceran
barang-barang elektronik,
perlengkapan listrik, alat
komunikasi, fotografi dan
optik.

- Yaitu barang-barang
elektronik  seperti  radio,
kaset/tape recorder, televisi,
video, amplifier dan
perlengkapan sound sytem,
alat-alat perlengkapan
listrik  seperti  dinamo,
transformer, macam-
macam kabel listrik, lampu
pijar TL, sekring, alat-alat
rumah  tangga  seperti
setrika listrik, alat
pengaduk, kipas angin, alat
komunikasi  dan  optik
seperti  fotografi, optik
pesawat telepon,
telegraf/telex. Pemancar
radio, telecall, intercome
dan sejenisnya. Macam-
macam lensa dan kamera,
mikroskop, proyektor dan
sejenisnya.

30

25

20

62430

Perdagangan eceran
barang-barang industri
Kimia, bahan bakar
minyak/gas dan minyak
pelumas Pharmasi dan
Kosmetika.

- Seperti barang-barang
hasil industri kimia (gas
asam, soda, causic, zat
pewarna glycerin) alkohol
dan sejenisnya macam-
macam pupuk, bahan kimia
pemberantas hama
(pestisida, insektisida),
macam-macam bahan bakar
minyak (premium, minyak
tanah, solar), bahan bakar
gas (elpiji), minyak
pelumas,  macam-macam
hasil industri pharmasi dan
jamu, macam-macam sabun
dan  bahan  pembersih
lainnya. Macam-macam

30

25

20




kosmetik  parfum  dan
bahan-bahan perawatan
kulit dan rambut lainnya.

8 | 62440 | Perdagangan eceran bahan
bangunan kecuali bahan
bangunan  berasal  dari
usaha penggalian. 30 25 20
- Seperti semen, seng, cat,
macam-macam besi,
macam-macam kayu/kayu
lapis, kaca dan barang-
barang  lainnya  untuk
perlengkapan bangunan.
9 62445 | Perdagangan eceran 25 20 20
barang-barang hasil
penggalian.
10 | 62450 | Perdagangan eceran
barang-barang hasil industri
pengolahan 30 25 20
- Meliputi usaha dagang
eceran  segala  macam
barang hasil-hasil industri
pengolahan.
11 | 62461 | Perdagangan eceran kertas,
barang-barang dari kertas,
alat tulis (kantor) dan
barang cetakan. 30 25 20

- Seperti kertas alat tulis,
pembungkus karton,
kemasan dari kertas berupa
dus, kotak dan sejenisnya,
macam-macam alat tulis
sekolah/kantor, barang-
barang cetakan (faktur/nota,
kwitansi, kalender/agenda,
majalah, macam-macam
buku bacaan/pelajaran dan
barang cetakan lainnya).




12

62470

Perdagangan eceran mesin-
mesin, alat angkutan dan
onderdil/perlengkapannya.

- Yaitu macam-macam
mesin dan perlengkapannya

baik  untuk  keperluan
pertanian, industri,
kantor,alat trasnportasi,

mesin pembangkit tenaga,
turbun, traktor, bulldozer
dan  mesin-mesin  berat
lainnya, macam-macam
mesin kantor seperti mesin
hitung,mesin tik,
duplikator, photo copy,
mesin pengolah data, mesin
keperluan rumah tangga
seperti mesin cuci, AC,
mesin jahit, mesin
pembangkit  listrik,mesin
pompa air dan sejenisnya,
macam-macam alat
transportasi darat, laut dan
udara termasuk macam-
macam onderdil dan
perlengkapan kendaraan.

30

25

20

Manado, Makasar, dan Pontianak

Sumber: www.pajak.go.id
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